SALINAN

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 222 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepagawaian Daerah;

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kauangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagai Ibukota Megara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2010:

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Menetapkan :

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent=ng Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturar, Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakaria,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur. adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

E_.-au_:ian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pangelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartz.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

18.

18.

21,

22,

23.

24,

Biro Organisasi dan Reformasi Birckrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

Badan Kepegawalan Daerzh yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Kota Administras! adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.,

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Walikota ad ﬁlah Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKl Jakarta.

Kantor Kepegawaian Kola Administrasi adalah Kantor Kepegawaian
pada Kota Administrasi Provinsi DKl Jakarta.

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi adalah Kantor
Kepegawaian pada Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi
atau Kepala Kantor Kepegawaian Kabupaten Adminisirasi Provinsi DKI
Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. :

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya ¢isingkat UKPD adalah
unit kerja atau subordinat SKPD.

Lingkup Kota Administrasi meliputi Sekretariat Kota Administrasi, Suku

Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan Provinsi Daerah Khusus
Ilbukota Jakarta.

Lingkup HKabupaten Administrasi meliputi Sekretariat Kabupaten
Administrasi, Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Institut Pemerintzhan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN
adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suaiu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawal Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan, E



25. Pegawal Pamerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BKD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang
pengelolaan kepegawaian daerah.

(2) BKD dipimpin olah seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Pemerintahan.

Pasal 3

(1) BKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

e mp gy SR O

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
BKD;

penyusunan kebijakan, pedoman dan standac teknis perencanaan,
pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;

penyusunan formasi kebutuhan pegawai;

pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawal,
pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai,
pengembangan karir pegawai;

penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi
kompetensi manajerial (soft competency) dan potensi pegawai;

pelaksanaan konseling pegawai;

penyusunan dan validasi alat ukur ujl kompetensi manajerial (soft
competency);

penyusunan standar kompetensi manajerial (soft competency);
pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepegawaian;

pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian
daerah;
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pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
t. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD;
u. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
v. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD; dan
w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

BKD.
BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4
(1) Susunan organisasi BKD sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian;

3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.

¢. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan Pegawai;

2, Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai; dan
3. Subbidang Mutasi.

d. Bidang Pengembangan terdiri dari :

1. Subbidang Jabatan Struktural;
2. Subbidang Kepangkatan; dan
3. Subbidang Jabatan Fungsional.

e. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun terdiri dari

1. Subbidang Kessjahteraan Pegawai;
2. Subbidang Penghargaan; dan
3. Subbidang Pensiun dan Cuti.

f. Bidang Pengendalian Pegawai terdiri dari -

1. Subbidang Peraturan kepegawalan:
2. Subbidang Disiplin Pegawai: dan
3. Subbidang Kinerja Pegawai.



g. Kantor Kepegawaian Kota Administrasi;

h. Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi;
i. Unit Pelaksana Teknis; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubermur ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5
Kepala Badan mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoorginasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis
dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau

instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
BKD; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
BKD.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unit kerja staf BKD.

(2) Sekretariat dipimpin cleh seorang Sekretaris BKD yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi BKD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat;

C. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran BKD;

d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Sekretariat;



pelaksanaan monitering, pengendalian dan evaluasi rencana strategis,
dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD oleh unit kerja BKD;

pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
BKD;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD;
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD,
pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BKD;

penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja BKD;

pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD;

pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas BKD; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat,

Pasal 8

(1) Subbagian Umum merupakan Satvan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan administrasi umum BKD.

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  kegiatan pengelolaan  ketatausahaan dan
kerumahtanggaan BKD;

melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor BKD;

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung dan peralatan kerja BKD;

rEnF:LE?ksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan

meiaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BKD:

menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan
kerja BKD:

menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan
peralatan kerja BKD;

El}?laksanahan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
D;

menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian

dan penghapusan barang kepada Subbagian K
dibukukan: dan PR oy TS

melaporkan dan  mempertanggungjawabkan
Subbagian Umum. Jaung pelaksanaan tugas



Pasal 9

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian BKD.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bartanggung jawab kepada Sekretaris BKD.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a.

0

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;

melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan,
kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai,

melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai,

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendali#n dan evaluasi disiplin
pegawai;

menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi
dan dokumen kepegawaian;

melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan
pengembangan kompetensi pegawai;

melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan
dan pelaporan kinerja serta disiplin pegawai;

menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawalan,

Pasal 10

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran BKD.

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris BKD.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

b.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran BKD;

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;

melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran BKD ol
unit kerja BKD; Z i



memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan
laporan terhadap unit kerja BKD;

menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas BKD;

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Sekretariat; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerjo Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan BKD.

(2) Subbagian Eeuangan dipimpin cleh seorang Kepa'a Subbagian Keuangan

yal.?g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
BKD.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

d.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan BKD;

menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
BKD;

menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara;

melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BKD;
melakukan analisis dan evaluasi nilai serta manfaat aset BKD:
mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi BKD:

memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan
serta bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja BKD;

mengoordinasikan tugas Bendahara;
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat: dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan merupakan Unit Kerja lini BKD
dalam pelaksanaan perencanaan serta pendayagunaan pegawai.

(2) Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah serta
Kepala Badan. erta bertanggung jawab kepada



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan serta pendayagunaan
pegawal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perencanaan dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang
Perencanaan dan Pendayagunaan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan pegawai,

d. pelaksanaan analisis kebutuhan, penyiapan bahan pemberian
pertimbangan persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi
pegawai meliputi pegawai baru, pegawai tugas belajar dan izin belajar;

penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai;
perencanaan penempatan pegawai;
penyelesaian penetapan calon pegawal menjadi pegawai,

S@o &

perencanaan pelaksanaan sumpah/janji pegawai;

penyusunan rencana pemindahan dan pendayagunaan pegawai;
fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;

L
B

k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan
pegawai; dan

|. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Pasal 14

Subbidang Perencanaan Pegawai merupakan Satuan Kerja Bidang
Perencanaan dan Pendayagunaan dalam pelaksanaan analisis
perencanaan kebutuhan pegawai.

Subbidang Perencanaan Pegawai dipimpin oieh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Subbidang Perencanaan Pegawai mempunyai tugas °

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai lingkup tugasnya;

b. m_aiaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai lingkup tugasnya:

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan analisis perencanaan kebutuhan pegawai;

d. melaksanakan analisis kebutuhan pegawai:

8. memproses penetapan formasi pegawai setelah mempercleh

pertimbangan dari kementerian yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan pegawai;



(1)

(2)

(3)
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menyusun pata kebutuhan pegawai meliputi pegawai baru, pegawai
tugas belajar dan izin belajar SKPD/UKPD;

memonitor, mengendalikan dan mengovaluasi peta kebutuhan pegawai
SKPD/UKPD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB;

. memberikan bimbingan dan Konsultasi teknis pelaksanaan analisis

kebutuhan pegawai SKPD/UKPD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB;

melaksanakan monitoring, pengendalian dan pembinzan Pegawai
Tidak Tetap dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK),

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Parencanaan Pegawali.

Pasal 15

Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai merupakan Satuan
Kerja Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan dalam pelaksanaan
penernmaan dan pendayagunaan Pegawai.

Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan hertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai mempunyai tugas :

a.

@ ~ 9 a

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan penerimaan serta pendayagunaan Pegawai;

menyiapkan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai;
memproses pengangkatan calon pegawai;

menyelesaikan pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai;
merencanakan dan melaksanakan sumpah/janji pegawai:
melaksanakan penempatan dan pendayagunaan pelgawai:
mengusulkan penerbitan kartu identitas pegawai;

melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan
pegawai pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan
pegawai pada SKPD/UKPD; dan

mela[_mrkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan pegawai.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 16

Subbidang Mutasi merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan dan
Pendayagunaan dalam pelaksanaan proses mutasi pegawai.

Subbidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan dan Pendayagunaan.

Subbidang Mutasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesual dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesual dengan lingkup
tugasnya;

c. menylapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan proses mutasi pegawai;

d. menyiapkan pelaksanaan seleksi penerimaan dan nenempatan calon
praja IPDN;

e. melakukan monitoring dan pembinaan praja IPDN;
f. menyusun rencana mutasi pegawai daerah;

g. memproses, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi
pegawal daerah inter danf/atau antar SKPD/UKPD termasuk pegawai
titipan;

h. memproses permohonan mutasi pegawai dari dan ke Pemerintah
Daerah; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Mutasi.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan
Pasal 17

Bidang Pengembangan merupakan Unit Kerja lini BKD dalam pelaksanaan
pengambangan pegawai.

Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang
berkedudukan di bawah dan bartanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang _F'angembangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang
Pengembangan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan;



(1)

(2)

(3)
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penyusunan «ebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pengembangan pegawai,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepangkatan;
penyusunan dan perencanaan pengembangan karier pegawai;
penganalisaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pejabat;

penyusunan rencana pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan proses kenaikan pangkat berdasarkan ujian penyesuaian
ijazah;
i. pelaksanaan ujian dinas untuk kenaikan pangkat;

j. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara,
pemberhentian dan administrasi kenaikan jabatan pejabat fungsional,

k. pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dari dan dalam Jabatan Struktural; dan

l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengembangan.

@ ™o Q

Pasal 19

Subbidang Jabatan Struktural merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengembangan dalam pelaksanaan pengembangan karier Jabatan
Struktural.

Subbidang Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan berfanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan.

Subbidang Jabatan Struktural mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana sfrategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengambangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengembangan karier Jabatan Struktural;

d. menghimpun, meneliti dan merumuskan bahan perencanaan karier
pegawai;

e. melaksanakan peneliian awal kelengkapan administrasi usul
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari
Jabatan Strulktural,

f. memproses usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari Jabatan Struktural;

g. memberikan saran dan pertimbangan pengembangan karier pegawai
pada SKPD/UKPD;

h. merencanakan dan memfasilitasi sidang Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan dalam lingkup pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentizn jabatan;

I. menyelesaikan administrasi sebagai tindak lanjut hasil sidang Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;

J- menyelenggarakan pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima
jabatan; dan

K. melaporkan dan mempertanggungjawabkan laksanaan tuga
Subbidang Jabatan Struktural. £ e



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

14

Pasal 20

Subbidang Kepangkatan merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan
dalam pelaksanaan proses kenaikan pangkat.

Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan.

Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas :
a. menyusun bahan rencana sfrategis, rencana kerja dan anggaran

Bidang Pengembangan sesual dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan proses kenaikan pangkat;

0

memproses usul kenaikan pangkat pegawai;
melaksanakan kegiatan ujian penyesuaian ijasah;
melaksanzkan kegiatan ujian peningkatan pendidikan;
melaksanakan kegiatan ujian dinas;

menyusun dan mengelola Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

melaksanakan monitoring, pengendalian, bimbingan dan konsultasi
teknis penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada SKPD/
UKPD;

. menyiapkan pelaksanaan sidang Badan Pertivibangan Jabatan dan
Kepangkatan dalam lingkup kenaikan pangkat;

se "o a

k. memproses peninjauan masa kerja pegawai;

I. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengembangan;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pengembangan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kepangkatan.

Pasal 21

Subbidang Jabatan Fungsional merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengembangan dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan,
pembebasan sementara, pemberhentian, kenaikan jabatan dan
pembinaan pejabat fungsional tertentu.

Subbidang Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan.

Subbidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran

Eubbi:_lang Jabatan Pengembangan Kompetensi dan Jabatan
Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya:



(1)

(2)

(1)

(2)
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Subbidang Jabatan Subbidang Pengembangan Kompetensi dan
Jabatan Fungsional sesuail dengan lingkup tugasnya;

¢c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara,
pemberhentian, kenaikan jabatan dan pembinaan pejabat fungsional
tertentu;

d. melaksanakan pangadministrasian proses pengangkatan, pemindahan,
pembebasan sementara, pemberhentian dan kenaikan jabatan pejabat
fungsional tertentu;

a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam pencapaian/
pemenuhan Angka Kredit pejabat fungsional tortentu yang dilakukan
oleh SKPD/UKPD:

f. melaksanakan supervisi, monitoring, pengendalian. bimbingan dan
konsultasi teknis jabatan fungsional terientu di SKPD/UKPD
berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB;

g. mengevaluasi dan mengoordinasikan Tim Penilai Angka Kredit; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Jabatan Subbidang Pengembangan Kompetensi dan
Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun
Pasal 22

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun merupakan Unit Kerja lini BKD dalam
pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai.

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 23

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan
pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai.

Untul:: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kesejahteraan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang
Kesejahteraan dan Pensiun:

b. p?tahsanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;

C. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;

d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
€. penyusunan regulasi peningkatan kesejahteraan pegawai;

2 penyusunan dan pelaporan hasil kajian serta evaluasi kesejahteraan
pegawai;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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g. penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan
evaluasi kesejahteraan pegawai,

h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kesejahteraan pegawai,

i. pelaksanaan proses pemberian cuti pegawai,

j. pengkajian dan pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
k. penyelesaian proses penetapan pensiun pegawai;

I. pengurusan hak kesejahteraan pegawai; dan

m. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Pasal 24

Subbidang Kesejahieraan Pegawal merupakan Satuan Kerja Bidang
Kesejahteraan dan Pensiun dalam pelaksanaan penyusunan Kajian dan
pengurusan xesejahteraan pegawai.

Subbidang Kesejahteraan Pegawal dipimpin cleh seocrang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Subbidang Kesejaliteraan Pegawai mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan penyusunan kajian dan pengurusan kesejahteraan
pegawai;

d. melaksanakan analisis kesejahteraan pegawai;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kesejahteraan pegawai
termasuk pemeliharaan kesehatan pegawai beserta keluarganya dan
jaminan sosial pegawai;

f. melaksanakan pelayanan dan memproses penyelesaian dokumen
administrasi kesejahteraan pegawai seperti tabungan perumahan,
asuransi dan/atau jaminan kesehatan, asuransi iiwa, tabungan pensiun
dan jaminan sosial;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penunjang kesehatan
dan/atau kebugaran pegawai;

h. melaksanakan pengembangan kemitraan dan kerja sama perbaikan

kesejahteraan pegawai termasuk pemeliharaan kesehatan pegawai
beserta keluarganya, jaminan sosial; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kesejahteraan Pegawai. 9

Pasal 25

Subbidang Penghargaan merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan

dan Pensiun dalam pelaksanaan pengurusan pemberi
el peng pemberian penghargaan

Subbidang Penghargaan dipimpin oleh secrang Kepala Subbidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
Kesejahteraan dan Pensiun. Ll bepaca. Kepela: Ridang
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(3) Subbidang Penghargaan mempunyai tugas :

(1)

(2)

(3)

a. menyusun bahan rencana sftrategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengurusan pemberian penghargaan pegawai;

d. menerima, maneliti dan memproses usul pemberian penghargaan dan
tanda jasa kepada pegawai;

e. melaksanakan pengkajian, evaluasi bentuk dan jenis penghargaan dan
tanda jasa kepada pegawai,

f. menerima, meneliti dan memproses pemberian penunjang
kesejahteraan pegawai dan pensiunan pegawai antara lain uang duka
wafat, penghargaan cacat dan tewas serta penghargaan masa
kerja/pejabat;

g. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Penghargaan.

Pasal 26

Subbidang Pensiun dan Cuti merupakan Satuan Kerja Bidang
Kesejahteraan dan Pensiun dalam pelaksanaan pengurusan pensiun dan
culi pegawai.

Subbidang Pensiun dan Cuti dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Subbidang Pensiun dan Cuti mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencanz strateqgis, rencana kerja dan anggaran serta

dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengurusan pensiun dan cuti pegawai;

d. menerima, meneliti dan memproses penyelesaian penetapan
pemberian culi pegawai/pejabat yang menjadi kewenangan pimpinan;

e. menerima, meneliti dan memproses penyelesalan penetapan pensiun
pegawai;

f. melaksanakan pengurusan dan penyelesaian pemberian kenaikan
pangkat pengabdian;

g. mangelanggarakan pembekalan bagi pegawai yang menjelang
pensiun;

h. menyelesaikan administrasi pemberian uang tunggu dan bebas tugas
menjelang pensiun;



(1)

(2)

(1)

(2)
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i. menyelesaikan pemberian pensiun janda/duda pegawai pensiun anak
yatim piatu maupun pensiunan pegawai bujangan yang tewas;

j. menyerahkan dokumen penetapan cuti dan pensiun pegawai/pejabat

kepada yang bersangkutan/pengelola pegawai,
k. memproses surat pengantar keterangan pengheniian pembayaran

gaji; dan
|. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbidang Cuti dan Pensiun.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Pegawai
Pasal 27

Bidang Pengendalian Pegawai merupakan unit kerja lini BKD dalam
pelaksanaan pengendalian kepegawaian.

Bidang Pengendalian Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Bidang Pengendalian Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengendalian Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang
Pengendalian Pagawai;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengendalian Pegawai;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pengendalian kepegawaian;

d. penghimpunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-
undangan kepegawaian daerah;

e. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepegawaian daerah;

g. pemberian saran dan pertimbangan hukur pegawai kepada pimpinan
dan/atau kepada kepala SKPD/UKPD;

h. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;

i p-a!aksanaan.lmcmimﬁng. pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai
termasuk penjatuhan hukuman disiplin pegawai pada SKPD/UKPD:

J. pelaksanaan upaya peningkatan disiplin pegawai:

k. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis proses penjatuhan disiplin
pegawai pada SKPD/UKPD;

I pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) disiplin dan prestasi
kerja pegawai;

m. pengoordinasian proses pelaksanaan penandatanganan penetapan

dokumen kinerja den indikator kinerja utama (IKU) pimpi
Biro Sekretariat Daerah: & a (IKU) pimpinan SKPD dan
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n. penyusunan standar pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;

o. penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;

p. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik,
budaya kerja dan atos kerja pegawai; dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengendalian Pegawai.

Pasal 29

Subbidang Peraturan Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengendallan Kepegawaian dalam penyusunan dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan kepegawaian daerah.

Subbidang Peraturan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian Pegawai.

Subbidang Peraturan Kepagawaian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana sftrategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kepegawaian daerah;

d. menghimpun bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
kepegawaian daerah;

e. melaksanakan perencanaan, perumusan, penyusunan dan

pembahasan peraturan perundang-undangan daerah di Bidang
Kepegawaian;

f. melaksanakan koordinasi, bimbingan atau konsultasi teknis
pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bidang Kepegawaian;

g. mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan
kepegawaian daerah;

h. mendokumentasikan peraturan perundang-undangan kepegawaian
daerah;

i. menyampaikan saran dan pertimbangan hukum kepegawaian kepada
pimpinan dan/atau kepada Kepala SKPD/UKPD:

|- melaksanakan sosialisasi peraturan . i:aru ndang-undangan
kepegawaian daerah; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Peraturan Kepegawaian.

Pasal 30

Subbidang Disiplin  Pegawai merupakan Satuan Kerja Bidang

Pengendalian Pegawal dalam pelaksanaan pembinaan  dan
pengembangan disiplin pegawai.

Subbidang Disiplin Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal
Bidang Pengendalian Pegawai. * g pas
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Subbidang Disiplin Pegawai mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana sirategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan disfplin pegawai;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, pengendalian,
evaluasi dan hukuman disiplin pegawai serta tindak pidana pegawai;

@. merumuskan, mengembangkan dan mengevaluasi kode etik/perilaku
pegawai;

f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan kode
etik/perilaku pegawai;

g. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi proses penjatuhan

hukuman disiplin pegawai dan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara terhadap SKPD/UKPD;

h. mengoordinasikan, memfasilitasi, mendistribusikan dan menghimpun
Laporan Penerimaan Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

i. memproses adminisirasi permohonan perceraian, menjadi anggota
parpol, usaha swasta, pejabat negara dan sejenisnya;

J. melakukan penelitian pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin
pegawai;

k. memberikan saran dan pertimbangan penjatuhan hukuman
pelanggaran disiplin pegawai kepada pimpinan;

l. monitoring dan evaluasi kehadiran pelaksanaan upacara kedinasan
Pemerintah Daerah:;

m. memproses administrasi penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindak
pidana oleh pegawai;

n. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan pegawai daerah yang
terkait dengan subbidang disiplin; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Disiplin Pegawai.
Pasal 31

Eubbldang‘ Kinerja Pegawai merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengendalian Pegawai dalam pengembangan kinerja dan penilaian serta
monitoring prestasi kerja pegawai.

Subbidang Kinerja Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengendalian Pegawai.

Subbidang Kinerja Pegawai mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya: %

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan an
! ! aran
Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya: -
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menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pengembangan kinerja dan penilaian serta monitoring prestasi kerja
pegawai;

d. menyusun dan mengembangkan standar kinerja pegawai;
e. merencanakan dan memfasilitasi Tim Penilai Kinerja PNS;

memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian
prestasi kerja pegawai pada SKPD/UKPD;

menyusun program penilaian dan evaluasi kinerja pegawai;

. menghimpun penilaian prestasi kerja pegawai SKPD/UKPD;

mengoordinasikan penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan proses penatapan kinerja (TAPKIN);

menyelenggarakan penandatanganan dokumen penetapan kinerja
Kepala SKPD/UKPD;

merumuskan, mengembangkan dan mengevaluasi budaya kerja serta
etos kerja pegawai;

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan budaya
kerja serta etos kerja pegawai;

. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan

anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Pengendalian Pegawai; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kinerja Pegawai.

Bagian Kedelapan
Kantor Kepegawaian Kota
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

(1) Kantor Kepegawaian Kota merupakan Unit Kerja BKD pada Kota
Administrasi.

(2) Kantor Kepegawaian Kotz Administrasi dipimpin olen seorang Kepala
Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional
barkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 33

(1) Kantor Kep-agawaian Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor
Kepegawaian Kota menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penyusunan rencana strategis, rencana kerfja dan angaar
Kepegawaian Kota; i ggaran Kantor

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksan
aan a
Kantor Kepegawaian Kota: ’ e
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. pelaksanaan pemberkasan, proses dan penyelesaian pemberian cufi
pegawai pada lingkup wilayah kota;

. pelaksanaan pemberkasan, proses dan penyelesaian penetapan
pensiun pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. pelaksanaan pemberkasan dan pengurusan kesejahteraan pegawai
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

pelaksanaan pemberian penunjang (taspen, asuransi, tabungan
perumahan, wuang duka wafat dan ‘tunjangan cacatftewas)
kesejahteraan negawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. penerimaan, penelitian/pengujian dan pemprosesan pemberian
penunjang kesejahteraan pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi antara lain meliputi taspen, asuransi, tabungan
perumahan, uang duka wafat dan tunjangan cacat/tewas;

. pembinaan (monitoring, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi) kinerja dan
disiplin pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

pelaksanaan pemberkasan, proses dan pengadministrasian kenaikan
pangkat pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

pemfasilitasian penerbitan kartu identitas pegawai pada lingkup wilayah
Kota Administrasi;

. penyiapan, fasiiitasi dan koordinasi pelaksanaan Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

penyusunan program pengembangan karir pegawai, pelantikan pejabat
Kota Administrasi;

. penyiapan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan pada lingkup Kota
Administrasi;

. pelaksanaan koordinasi dan proses mutasi pegawai pada lingkup
wilayah Kota Administrasi;

- penyiapan bahan, pemberian pertimbangan, monituring pengendalian
dan evaluasi pendayagunaan pegawai pada lingkup wilayah Kota
Adminisirasi;

. pelaksanaan pangendalian formasi pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

- pengoordinasian penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyaijian,
pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi kepegawalan
termasuk daftar urut kepangkatan serta prestasi kerja pegawal pada
lingkup wilayah Kota Administrasi:

penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
pada lingkup Kota Administrasi;

p-al:;hsanaan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya
kerja dan etos kerja pegawal pada lingkup Kota Administrasi:

?{engalnlaan pegawai, keuangan dan barang Kantor Kepegawaian
ota,

penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana keria Kantor Kepegawaian Kota:
pengelolaan kearsipan Kantor Kepegawaian Kota:

- pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaa
Kepegawaian Kota; dan o e

- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan funasi
Kantor Kepegawaian Kota Administrasi. ? e
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(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor

Kepegawaian Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf x untuk teknis dan administrasi disampaikan Kepala Kantor
Kepegawalan kepada Kepala BKD dan untuk operasional disampaikan
Kepala Kantor kepada Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

Kantor Kepegawaian Kota terdiri dari :

@ "eo Qoo @gp

Kepala Kantor;

Subbagian Tata Usaha;

Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawal,
Subbidang Pengembangan Pegawai;

Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun;

Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Kepala Kantor

Pasal 35

Kepala Kantor mempunyai tugas :

a,

b.

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Kantor
Kepegawalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan
Subkelompok Jabatan Fungsional,

melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Kantor; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor Kepegawaian Kota.

Pasal 36

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Kantor Kepegawaian

Kota dalam pelaksanaan administrasi Kantor Kepegawaian Kota.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kantor Kepegawaian Kota sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. mengoardinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Kantor Kepegawaian Kota:
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melaksanakan monitoring, pengendalian dan avaluasi rencana
strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kepegawaian
Kota;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan keuangan;
melaksanakan pengelolaan barang;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor
Kepegawaian Kota;

melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana Kerja Kantor Kepegawaian Kota,

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Kantor
Kepegawaian Kota

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan ‘acara Kantor
Kepegawaian Kota;

melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor
Kepegawaian Kota;

mengoordinasikan penyusunan laporan kKegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas Kantor Kepegawaian Kota;

mengocrdinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan,
dan akuntabilitas Kantor Kepegawaian Kota; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kantor Kepegawaian Kota

Pasal 37

(1) Subbidarg Perencanaan cdan Pendayagunaan Pegawai merupakan
Satuan Kerja lini Kantor Kepegawaian Kota dalam pelaksanaan proses
perencanaan dan pendayagunaan pegawai.

()

(2)

Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawai dipimpin oleh
seorang HKepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawal mempunyai
tugas :

a.

b.

menyusun bahan rencana sirategis, rencana kerja dan anggaran
Kantor Kepegawaian Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kantor Kepegawaian Kota sesual dengan lingkup tugasnya:

menyusun peta kebutuhan dan formasi pegawai di lingkup wilayah
Kota Administrasi;

. mengeordinasikan usulan kebutuhan pegawai di lingkup wilayah Kota

Administrasi:

mendukung pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkup wilayah Kota
Administrasi;

melaksanakan proses administrasi mutasi pegawai dan awai titipan
di lingkup wilayah Kota Administrasi: g Pee o

melaksanakan proses penempatan dan pendayagunaan awai di
lingkup wilayah Kota Administrasi; e



25

melaksanakan fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;

melaksanakan proses seleksi administrasi calon praja IPDN di lingkup
wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan pembinaan praja IPDN di lingkuo wilayah Kota
Administrasi; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawai.

Pasal 38

(1) Subbidang Pengembangan Pegawai merupakan Satuan Kerja lini Kantor
Kepegawaian Kota dalam pelaksanaan pengemmbangan pegawai.

(2)

(3)

Subbidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seocrang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor.

Subbidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas :

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Kantor Kepegawaian HKota Administrasi sesual dengan lingkup
tugasnya,

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kantor Kepegawaian HKota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

menerima, menalitimenguji dan memproses permohonan pencatatan
ijazah bagi para pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. menerima, menelitimenguji kelengkapan persyaratan dan memproses

usul kenaikan pangkat pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

menerima, menelitimenguji dan mengusulkan ulian penyesuaian ijazah

dan ujian dinas seluruh pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

menerima, menelitimenguji dan memproses usul peninjauan masa
kerja pegawai bagi pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

melaksanakan sidang badan pertimbangan kepangkatan pegawai pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;
memfasilitasi dan mengoordinasikan Tim Penilai Angka Kredit:

menyusun dan mengelcla Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi
pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

mengumpulkan, meneliti dan merumuskan bahan perencanaan karier
pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian
kompetensi pegawal pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

manghi_mpun. mengolah, memelihara fisik dan kerahasiaan, serta
menyajikan dokumen sidang Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab)
pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

- melaksanakan sidang Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) pada

lingkup wilayah Kota Administrasi:
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. menerima, menelitimenguji dan memproses usul pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan pelantikan,
pengambilan sumpah dan serah terima jabatan sesuai lingkup
tugasnya;

menyelesaikan administrasi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

menghimpun, menelitimenguji dan memproses usul pendidikan dan
pelatihan pegawai di lingkup wilayah Kota Administrasi; dan
melaporkan dan memperanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pengembangan Pegawai.

Pasal 39

Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun merupakan Satuan Kerja lini
Kantor Kepegawaian Kota dalam pelaksanaan pengurusan kesejahteraan
dan pensiun pegawai.

Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab kepada
Kepala Kantor.

Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas :

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Kantor Kepegawaian Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kantor Kepegawaian Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya,

menerima, menelitimenguji dan memproses pemberian penghargaan dan
tanda jasa bagi pegawai dan pensiun pada wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan pemberkasan dan pengurusan kesejahteraan pegawai
pada wilayah Kota Administrasi;

menerima, menalitimengyji dan memproses pemberian penunjang
kesejahteraan pegawai pada wilayah Kota Administrasi antara lain
meliputi taspen, asuransi, tabungan perumahan, uang duka wafat dan
tunjangan cacattewas;

mengoordinasikan dan melaksanakan proses pemberian cuti dan
tunjangan pegawai pada wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan penyuluhan dan pemberian keterampilan bagi pegawai
menjelang pensiun pada wilayah Kota Administrasi:

memproses administrasi pemberhentiar atas permintaan sendiri,
pensiun janda/duda pegawai, maupun pensiun pegawai iajang yang
tewas pada wilayah Kota Administrasi;

menerima, meneltimenguji dan memproses permohonan penerbitan

surat keterangan pemberhentian pembayaran bagi pegawai pada
wilayah Kota Administrasi; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun. e
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Pasal 40

(1) Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai merupakan Satuan Kerja lini
Kantor Kepegawaian Kota dalam pelaksanaan pembinaan disiplin dan
kinerja pegawali.

(2)

(3)

Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor.

Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana sftrategis, rencana kerja dan anggaran
Kantor Kepegawaian HKota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

Kantor Kepegawaian HKota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

monitoring, fasilitasi, kocrdinasi dan evaluasi disiplin pegawal pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

. mengoordinasikan  penghimpunan, pengcizhan, pemeliharaan,

penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi
pegawai;

monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos
kerja pegawai pada lingkup Kota Administrasi;

monitoring, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi prestasi kerja pegawai
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

memproses administrasi pencatatan pernikahan dan perceraian
pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. menginput tunjangan keluarga dan perubahan data pegawai,

menarima, menelitmenguji terhadap penemuan atau laporan
terjadinya dan/atau dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi, fasilitasi dan
pengendalian disiplin pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan, monitoring, pengendalian dan pelaporan kinerja
pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

memonitor dan mengoordinasikan penyusunan dokurnen penilaian
prestasi kerja pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. mengoordinasikan dan mendistribusikan Laporan Pajak-pajak Pribadi

(LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
bagi pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

memproses usul kenaikan gaji berkala terhadap pegawai yang tidak
terproses surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala secara otomatis
pada lingkup wilayah Kota Administrasi; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Disiplin dan Kinerja Pegawai.
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Bagian Kesembilan
Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 41

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja BKD
pada Kabupaten Administrasi.

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Pasal 42

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan kepegawaian di  wilayah Kabupaten
Administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor
Kepegawaian Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Kantor
Kepegawalan Kabupaten Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dJdokumen pelaksanaan anggaran
Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi;

c. pelaksanaan pemberkasan, proses dan penyelesaian pemberian cuti
pegawal pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

d. pelaksanaan pemberkasan, proses dan penyelesaian penetapan
pensiun pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan pemberkasan dan pengurusan kesejahteraan pegawai
pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

f. pelaksanaan pemberian penunjang (taspen, asuransi, tabungan
perumahan, wuang duka wafat dan tunjangan cacatftewas)
kesejahteraan pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi:

g. penerimaan, penelitian/pengujian dan pemrosesan pemberian
penunjang kesejahteraan pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi antara lain meliputi taspen, asuransi, tabungan
perumahan, uang duka wafat dan tunjangan cacat/tewas;

h. pembinaan (monitoring, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi) kinerja dan
disiplin pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

i. pelaksanaan pemberkasan, proses dan pengadministrasian kenaikan
pangkat pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi:

J. pemfasilitasian penerbitan kartu identitas pegawai pada lingkup
Kabupaten Administrasi;

k. penyiapan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Badan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) da lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi; & e ’
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|. penyusunan program pengembangan karir pegawai, pelantikan pejabat
Kabupaten Administrasi;

m. penyiapan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan pada lingkup

Kabupaten Administrasi;
n. pelaksanaan koordinasi dan proses mutasi pegawai pada lingkup
wilayah Kabupaten Administrasi;

0. penyiapan bahan, pemberian pertimbangan, monitoring pengendalian
dan evaluasi pendayagunaan pegawai pada lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi;

p. pelaksanaan pengendalian formasi pegawal pada lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi;

q. pengoordinasian penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian,
pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi kepegawaian
termasuk daftar urut kepangkatan serta prestasi karja pegawai pada
lingkup wilayah Kabupaten Administrasi

r. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
pada lingkup Kabupaten Administrasi;

s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya
kerja dan etos kerja pegawai pada lingkup Kabupaten Administrasi;

t. pengelolaan pegawai, keuangan dan barang Kantor Kepegawaian
Kabupaten Administrasi;

u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Kantor Kepegawaian
Kabupaten Administrasi;

v. pengelolaan kearsipan Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi;

w. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Kantor
Kepegawaian Kabupaten Administrasi; dan

x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor
Kepegawaian HKabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf x, untuk teknis dan administrasi disampaikan Kepala Kantor
Kepegawaian kepada Kepala BKD dan untuk operasional disampaikan
Kepala Kantor kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 43
Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi terdiri dari :

Kepala Kantor;
Subbagian Tata Usaha:
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai:

Subbidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kinerja Pegawai; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

© oo oD
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Paragraf 3
Kepala Kantor

Pasal 44

Kepala Kantor mempunyai tugas :

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Kantor
Kepegawaian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan
Subkelompok Jabatan Fungsional,

melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD danfatau
instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Kepala Kantor, dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi.

Pasal 45

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Kantor Kepegawaian

Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan administrasi Kantor
Kepegawaian Kabupaten Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan rencana strategis dan dokuinen pelaksanaan

anggaran Kantor Kepegawaian Kabupaten sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Kantor Kepegawaian Kabupaten;

¢c. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi rencana strategis
dan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kepegawaian Kabupaten;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan keuangan;,
melaksanakan pengelolaan barang;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor
Kepegawaian Kabupaten;

c - p a

h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan

perawatan prasarana dan sarana kerja Kantor Kepegawalan
Kabupaten;

. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor:

j-  melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Kantor Kepegawaian
Kabupaten;

k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kantor
Kepegawaian Kabupaten:

|.  melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor
Kepegawaian Kabupaten;
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m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas Kantor Kepegawaian Kabupaten

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan,
dan akuntabilitas Kantor Kepegawaian Kabupaten; dan

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kantor Kepegawaian Kabupaten

Pasal 46

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai merupakan Satuan
Kerja staf Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi dalam
pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan pegawai.

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai rnempunyal tugas .

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; *

c. menyusun peta kebutuhan dan formasi pegawai di lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi;

d. mengoordinasikan usulan kebutuhan pegawai di lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi;

e. mendukung pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkup wilayah
Kabupaten;

f. melaksanakan proses administrasi mutasi pegawai dan pegawai titipan
di lingkup wilayah Kabupaten Administrasi,

g. melaksanakan proses penempatan dan pendayagunaan pegawai di
lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

h. melaksanakan fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;

I. melaksanakan proses selexsi administrasi calon praja IPDN di lingkup
wilayah Kabupaten Administrasi: ;

j. melaksanakan pembinaan praja IPDN di lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

k. menerima, menelitimenguji dan memproses permchonan pencatatan

llazah bagi para pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

l.  menerima, menelitimenguji kelengkapan persyaratan dan memproses

usul kenaikan pangkat pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

m. menerima, menelit/menguji dan mengusulkan ujian penyesuaian ijazah

dan ujian dinas seluruh pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;
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n. menerima, menealitimenguji dan memproses usul peninjauan masa
kerja pegawai bagi pegawal pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

o. melaksanakan sidang badan pertimbangan kepangkatan pegawai pada
lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

p. memfasilitasi dan mengoordinasikan Tim Penilai Angka Kredit;

q. menyusun dan mengelola Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi
pegawal pada iingkup wilayah Kabupatan Administrasi;

r. mengumpulkan, meneliti dan merumuskan bahan perencanaan karier
pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian
kompetensi pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

t. menghimpun, mengolah, memelihara fisik dan Xxerahasiaan serta
menyajikan dokumen sidang Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab)
pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

u. melaksanakan sidang Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) pada
lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

v. menerima, menelitimenguji dan memproses usul pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan pada
lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

w. menylapkan, mengoordinasikan Jdan melaksanakan pelantikan,

pengambilan sumpah dan serah terima jabatan pada lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi;

x. menyelesaikan administrasi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan pada lingkup wilayah
Kabupaten Administrasi;

y. menghimpun, menelitimenguji, memproses usul pendidikan dan
pelatihan pegawai di lingkup wilayah Kabupaten Administrasi; dan

z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan 'pelahsanaan tugas
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawal.

Pasal 47

Subbidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kinerja Pegawai merupakan
Satuan Kerja staf Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi dalam
pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai serta
pembinaan disiplin dan kinerja pegawai.

Subbidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kinerja Pegawai dipimpin oleh
seorang HKepala Subbidang vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Subbidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kinerja Pegawai mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi sesual dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi s | i
et pa esuai dengan lingkup
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. menerima, menelitfmenguji dan memproses pemberian penghargaan
dan tanda jasa bagi pegawai dan pensiun peda wilayah Kabupaten
Administrasi;

. melaksanakan pemberkasan dan pengurusan kesejahteraan pegawail
pada wilayah Kabupaten Administrasi,

. menerima, menelitimenguji dan memproces pemberian penunjang
kesejahteraan pegawal pada wilayah Kabupaten Administrasi antara
lain meliputi taspen, asuransi, tabungan perumahan, vang duka wafat,
dan tunjangan cacatftewas,;

monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos
kerja pegawai pada lingkup Kabupaten Administrasi;

. monitoring, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi prestasi kerja pegawai
pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

. mengoordinasikan dan melaksanakan proses pemberian cuti dan
tunjangan pegawai pada wilayah Kabupaten Administrasi;

melaksanakan penyuluhan dan pemberian keterampilan bagi pegawai
menjelang pensiun pada wilayah Kabupaten Administrasi,

memproses administrasi pemberhentian atas permintaan sendiri,
pensiun janda/duda pegawai, maupun pensiun pegawai lajang yang
tewas pada wilayah Kabupaten Administrasi;

menerima, menelitimenguji dan memproses permohonan penerbitan
sural keterangan pemberhentian pembayaran bagi pegawai pada
wilayah Kabupaten Administrasi;

. monitoring, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi disiplin pegawai pada
wilayah Kabupaten Administrasi;

. mengoordinasikan  penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan,
penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi
pegawai sarta penilaian prestasi kerja pegawai;

memproses administrasi pencatatan pernikahan dan perceraian
pegawal pada wilayah Kabupaten Administrasi;

. menginput tunjangan keluarga dan perubahan data pegawal;

menerima, menelitimenguji terhadap penemuan atau laporan
terjadinya dan/atau dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai pada
wilayah Kabupaten Administrasi:

. melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi, fasilitasi dan

pengendalian disiplin pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

. melaksanakan, monitoring, pengendalian dan pelaporan kinerja
pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

. memonitor dan mengoordinasikan penyusunan dokumen penilaian
prestasi kerja pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;

. mengoordinasikan dan mendistribusikan Laporan Pajak-pajak Pribadi
(LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
bagi pegawai pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi:

. memproses usul kenaikan gaji berkala terhadap pegawai yang tidak
terpm?as surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala secara otomatis
pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi: dan

; malap-nrhan da_n mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kinerja Pegawai.
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Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 48

BKD dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi
pelayanan larlr_%sung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi
pendukung terhadap tugas dan fungsi BKD.

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubemur.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 49
BKD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok

Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional
BKD.

Pejabat Fungsional melaksanakan ftugas dalam susunan organisasi
struktural BKD.

Pasal 50

Dalam rangka mengembangkan profesifkeahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup BKD dan
Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Kantor Kepegawaian
Kota/Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan
oleh Kepala BKD.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala BKD dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis.

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala
BKD dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BKD diatur
dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. "
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinga BKD wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan parundang-undangan.

la BKD mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, dalgam

rangka meningkatkan kinerja dan memperancar pelaksa
fungsi BKD. J p p naan tugas dan
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Pasal 52

Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit
Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BKD
wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan
efisiensi.

Pasal 53

(1) Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepada Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Unit Peiaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional pada BKD wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan
menilai kKinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
dan Pegawal pada BKD waljib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan
atasan masing-masing sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit
Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BKD
wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-
masing serta mengambil langkah-langkah vyang diperlukan apabila
menamukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 55

(1) Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
dan Pegawai pada BKD wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 56

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan

pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi ternadap BKD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
hptatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.
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BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 57
Pegawai pada BKD merupakan Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang
wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan

petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan
masing-masing Sipil Negara.

Dalam pelaksanaan pergelolaan kepegawaian, BKD mendapat
pembinaan darl Sekretaris Daerah dan BKD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB
BAB VI
KEUANGAN

Pasal 58

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi BKD dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan
negara/daerah.

Pasal 59

Pendapatan yang bersuimber dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKD
merupakan pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundar.g-undangan di bidang
Keuangan MNegara/Daerah

BAB VI
ASET
Pasal 60

Aset yang dipergunakan oleh BKD sebagal prasarana dan sarana kerja

merupakan aset daerah dengan status kekayaan deserah yang tidak
dipisahkan.
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Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Kkelentuan peraturan
perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 60

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BKD dalam bentuk
pemberian hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada BKD dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 61

BKD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-wakiu kepada Gubemur melalui
Sekretaris Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

internal.

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. Kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.
Pasal 62

Dalam rangka akuntabilitas BKD mengembangkan sistem pengendalian
BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 63

Pengawasan terhadap EKD dilaksanakan oleh *

Lmnbaga_nagara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64
Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubemur Nomor B2
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2014 NOMOR 62095

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Rk

SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakaria

Momor 222 TAHUN 2014
Tanggal 24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN
|
SERKRETARIAT
[ I | ]
BUBAGIAN
FLBBALIAN SLsSmaiari SLBRAGUN
e serecavos | | PERERCARAN HEUMANGAN
BDANG BN BEaNG
PERERCAMAAN DAN L R PERGERDULIAN
PERDATATLNALN BN PEMELN FEGAWA
|
| I — —
F—— BUBIEDANG BUBDTANG
- ] —|  MESELAHTERRAN —  PERATURAN
FERENCARMAN T o B L r
EUBBTAND
PENE Rt DN BLBBTANG SLmCAN | susesnien
1 PEMDAYADUMAAN =1  EPWNORATAN | PENGHARGAAN EeSrm PGl
PRGN
BUDCANG FUBBOANG SUBBEANG
] et | PERSAN DA ] R
FUMGETMAL cum PECA
[ | 1
KANTOR i e
o COANAAN, KABLIPATEM PERAR
] ]
ELBBAIAN BUBBATIAN
TAZA UBANA TATA LIEAHA
| ] ] 1 | |
Sk ‘EAIBEDAN AL ]
PERENCAHANDAN P KESE petTERA g Preammirn | | |cees naa
P s PEOAM DA P [t PEcuA
[ BuBRLCMPOR BUBRELOWPOR,
| SABATAN FURGSIONAL SRNTAN FUMERCAL SABATAN FUNDACMAL
| SARATAN FURIAICIM.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

thd

BASUKI T. PURNAMA



